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Abstract 

This study aims to determine and analyze how the Implementation of Public Service Management in 
Improving the Quality of Basic Education Data at SMPN 27 Tangerang City and recommendations or 
suggestions that can be given. This study uses a qualitative descriptive method. The qualitative 
approach was chosen because this study focuses on an in-depth analysis of the impact of the 
accuracy of teacher and student data on Dapodik on the planning of educational staff needs. The 
qualitative approach allows researchers to dig deeper into the phenomena that occur in the field by 
examining data in a certain context and understanding the meaning behind the interactions between 
the actors involved. Data collection techniques in this study used several methods, namely in-depth 
interviews, observations, and document analysis. The results of the study in indicator (1) Planning 
(Planning) The school have had quite good planning, such as a routine data update schedule and 
coordination with the Education Office. However, the socialization of the importance of Dapodik to 
all stakeholders (teachers, students, parents) is still lacking, resulting in delays in reporting data 
changes. (2) Organizing, The Dapodik team structure is clear with the appointment of special 
operators and division of tasks. Obstacles arise due to the lack of synergy between operators and 
teachers/staff in delivering change data (eg: student transfers). (3) Actuating, Dapodik operators 
have carried out their duties well thanks to training from the office, but there are still input errors 
due to lack of re-verification. The operator's time constraints (who also have other tasks) affect the 
consistency of data input. (4) Controlling, Internal monitoring by the school IT team and external 
validation by the office have been running, but the frequency is not optimal. There is no reward and 
punishment system to motivate data accuracy 
Keywords: Dapodik, E-Government. 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Manajemen 
Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kualitas Data Pendidikan Dasar di SMPN 27 Kota Tangerang dan 
rekomendasi atau saran yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam 
tentang dampak keakuratan data guru dan siswa pada Dapodik terhadap perencanaan kebutuhan 
tenaga kependidikan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam 
fenomena yang terjadi di lapangan dengan memeriksa data dalam konteks tertentu dan memahami 
makna di balik interaksi antara aktor yang terlibat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. 
Hasil kajian pada indikator (1) Perencanaan (Perencanaan) Sekolah telah memiliki perencanaan yang 
cukup baik, seperti jadwal pembaruan data rutin dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Namun, 
sosialisasi pentingnya Dapodik kepada seluruh pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua) masih 
kurang, sehingga terjadi keterlambatan dalam melaporkan perubahan data. (2) Pengorganisasian, 
Struktur tim Dapodik jelas dengan penunjukan operator khusus dan pembagian tugas. Kendala 
muncul karena kurangnya sinergi antara operator dan guru/staf dalam menyampaikan data 
perubahan (mis: transfer siswa). (3) Menggerakkan, operator Dapodik telah menjalankan tugasnya 
dengan baik berkat pelatihan dari kantor, namun masih ada kesalahan input karena kurangnya 
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verifikasi ulang. Kendala waktu operator (yang juga memiliki tugas lain) memengaruhi konsistensi 
input data. (4) Pengendalian, Pemantauan internal oleh tim IT sekolah dan validasi eksternal oleh 
kantor telah berjalan, namun frekuensinya belum optimal. Tidak ada sistem penghargaan dan 
hukuman untuk memotivasi akurasi data 
Kata kunci: Dapodik, E-Government 

 

PENDAHULUAN 

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sistem informasi manajemen pendidikan di 

Indonesia yang berfungsi sebagai basis data utama untuk pengelolaan informasi pendidikan, 

termasuk data guru, siswa, dan sekolah. Dapodik berperan penting dalam perencanaan 

kebutuhan tenaga pendidik, karena menyediakan data yang akurat dan terkini mengenai 

jumlah dan kualifikasi guru yang ada di setiap daerah.  

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai basis data dalam dunia pendidikan yang di 

masa mendatang dapat digunakan untuk perencanaan program pendidikan dan 

pengambilan keputusan didasarkan pada data yang akurat, relevan, dan tepat. Keselarasan 

antara kebutuhan dan keputusan akan menciptakan tujuan pendidikan yang diimpikan.4 

Dengan pemanfaatan teknologi secara optimal maka lembaga pendidikan dapat 

memastikan bahwa semua informasi yang akan digunakan dalam perencanaan dan 

pengambilan keputusan pendidikan adalah data yang akurat dan dapat diandalkan. 

Berdasarkan Permendikbud No. 79/2015, Kemendikbud wajib membuat dan 

menyelenggarakan sistem informasi pendidikan nasional yang mencakup basis data 

pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka menyelenggarakan 

dan mengelola sistem pendidikan nasional. Sistem ini harus mampu menghasilkan data 

setiap satuan pendidikan dan menampung serta mengintegrasikan semua data tersebut, 

sehingga diperlukan penetapan data pokok pendidikan. Data merupakan penggabungan 

fakta yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang dapat digunakan untuk kebutuhan 

pengelolalan pendidikan, maka Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) ditetapkan sebagai suatu 

basis data untuk pengelolaan sistem pendidikan terpadu berskala nasional. 

Fenomena permasalahan validasi data guru dapat ditemukan di berbagai daerah, 

termasuk di SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Berdasarkan hasil studi awal, ditemukan bahwa 

terdapat kesenjangan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi riil di sekolah. 

Beberapa data guru yang sudah pensiun, mutasi, atau bahkan yang memiliki beban kerja 

tidak proporsional masih tercatat dalam sistem, sehingga mempengaruhi perencanaan 
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kebutuhan tenaga pendidik secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara 

pemerintah daerah, sekolah, dan guru sendiri dalam memperbarui data menyebabkan 

banyaknya informasi yang tidak valid dalam sistem. Hal ini berdampak pada alokasi sumber 

daya manusia di sekolah, di mana sekolah mengalami kekurangan guru mata pelajaran 

tertentu sementara di sisi lain kelebihan guru dalam bidang lain. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang aktivitas manajerial, para ahli pada 

umumnya sepakat bahwa terdapat empat fungsi utama yang sangat penting bagi ilmu 

manajemen: pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan (Yayat, 

2001:15). Agar proses manajemen dapat mencapai tujuan perusahaan dengan sukses dan 

efisien, keempat peran ini berfungsi sebagai fondasi fundamental. Perencanaan (planning) 

merupakan langkah awal dalam manajemen yang berfokus pada penentuan tujuan dan 

strategi yang akan diambil untuk mencapainya. Perencanaan melibatkan analisis situasi, 

perumusan sasaran, serta pemilihan alternatif tindakan berdasarkan asumsi masa depan. 

Pengorganisasian (organizing) adalah proses penyusunan sumber daya manusia dan 

material dalam suatu struktur kerja yang jelas. Agar setiap komponen organisasi dapat 

bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, maka tujuannya 

adalah untuk membangun hubungan kerja yang terkoordinasi. Pelaksanaan (actuating) atau 

pengarahan merupakan proses mendorong dan menggerakkan anggota organisasi agar 

menjalankan tugasnya secara sukarela dan produktif. Fungsi ini menekankan pentingnya 

kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta pembinaan kerja sama tim. Pengendalian, atau 

pengawasan, adalah proses memastikan bahwa tindakan organisasi dilaksanakan sesuai 

rencana. Fungsi ini mencakup penetapan standar, pemantauan kinerja, evaluasi hasil, serta 

tindakan korektif terhadap penyimpangan. Keempat fungsi tersebut bersifat saling terkait 

dan membentuk siklus manajemen yang berkesinambungan, di mana perencanaan menjadi 

titik awal dan pengawasan menjadi alat untuk memastikan pencapaian hasil secara 

berkelanjutan. 

Untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan sebelumnya, 

manajemen pelayanan publik adalah proses pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan pemenuhan tugas-tugas terkait pelayanan publik. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan pelayanan publik yang efektif akan 

berdampak dan memberikan pelayanan yang bermutu, sebaliknya pelayanan yang kurang 

memadai akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pelayanan, diperlukan suatu 

standar pelayanan sebagai tolok ukur pelayanan publik yang harus dipatuhi dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian ini difokuskan 

pada kajian mendalam tentang bagaimana keakuratan data guru dan siswa pada Dapodik 

mempengaruhi perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan, oleh karena itu digunakan 

metode kualitatif. Melalui analisis data secara kontekstual dan kesadaran akan pentingnya 

interaksi antar aktor, metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam 

fenomena yang terjadi di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Creswell(John W. 

Creswell, 2014), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang 

kompleks dan memahami persepsi serta pengalaman individu secara mendalam. 

Metode deskriptif dengan analisis data kualitatif merupakan pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini merupakan proses pemecahan masalah 

yang diobservasi dan menggambarkan kondisi terkini dari topik penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang muncul atau sebagaimana adanya. Dokumentasi, observasi, wawancara, 

dan telaah pustaka merupakan beberapa metode dan sumber yang digunakan dalam 

pengumpulan data.  

 

PEMBAHASAN 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 27 Kota Tangerang resmi berdiri pada 

tanggal 20 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 421.3/Kep.3/Kep.03-

SMP/DPMPTSP/2017. Sekolah ini telah meraih akreditasi A berdasarkan Surat Keputusan 

Nomor 038/BAN-SM-Prov/SK/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Desember 2018. 

Dengan NPSN 69967750, berdiri kokoh di Jl. Villa Tangerang Regency RT 008/12 Gebang 

Raya Periuk Kota Tangerang, Kode Pos 15132. Sekolah ini berada di bawah naungan 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan status negeri dan menyelenggarakan 

pendidikan selama sehari penuh, lima hari dalam seminggu. 

 

1. Perencanaan (Planning)  

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Pd. Kepala Dinas Pendidikan 

Kota Tangerang, Dedi Herdiana, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Kota Tangerang, Bapak 

Sigit Wisnu Haryadi, dan Operator Sekolah SMP Negeri 27 Kota Tangerang dapat 

disimpulkan bahwa Menyiapkan bahan baku dokumen atau berkas baik dalam bentuk 

manual maupun visual sebelum memasukkannya ke dalam sistem Dapodik merupakan 

langkah awal dalam proses perencanaan Dapodik. Sekolah memanfaatkan aset yang sudah 

ada untuk sarana dan prasarana. Kepala sekolah kemudian memilih guru TIK (teknologi 

informasi dan komunikasi) untuk bertindak sebagai operator sekolah karena guru tersebut 

dianggap memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola data digital Dapodik. 

Selain itu, dilakukan pula tindakan untuk mempersiapkan tingkat validasi data, termasuk 

memasukkan informasi tentang siswa, instruktur, mata kuliah dan jadwal, serta sarana dan 

prasarana. Setelah persiapan secara offline, data yang akurat akan dimasukkan ke dalam 

sistem Dapodik. Selain itu, dilakukan pula persiapan untuk pengelola Dapodik, yaitu 

operator atau administrator sekolah yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugas 

pengelolaan Dapodik. 

Penyediaan perangkat utama, perangkat tambahan, dan jaringan untuk mendukung 

pengelolaan Dapodik merupakan bagian dari proses perencanaan Dapodik. Spesifikasi 

perangkat utama, seperti PC atau laptop, harus cukup tangguh untuk menangani data dalam 

jumlah besar. Selain itu, jaringan internet seperti Wi-Fi juga harus tangguh, dan akan lebih 

baik lagi jika sekolah memiliki menara Wi-Fi sendiri untuk mendukung kegiatan belajar 

mengajar dan administrasi sekolah. Karena pengelola Dapodik bekerja sama, maka 

dokumen atau berkas manual dan visual dikumpulkan dalam bentuk arsip yang berfungsi 

sebagai panduan setelah data dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Dapodik. 

Selain itu, penting untuk memilih pengelola sekolah yang benar-benar ahli dalam 

ranah digital, karena merekalah yang akan menunjuk akun server aplikasi Dapodik sekolah, 

yang memungkinkan konversi input data offline menjadi data digital. Pengelolaan data 

digital administrasi sekolah merupakan salah satu program yang dijadwalkan dalam rencana 
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kerja sekolah (RKS), yang disusun dengan bantuan kepala sekolah. Kepala sekolah dan 

anggota tenaga kependidikan lainnya harus memutuskan apa yang akan dilakukan, 

bagaimana prosesnya akan berjalan, siapa yang akan mengawasinya, dan kapan 

pengelolaan manajemen Dapodik diharapkan selesai. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Asmara (2017: 7) bahwa langkah pertama dalam perencanaan pengelolaan Dapodik adalah 

membuat program kerja sekolah dalam rencana kerja sekolah. Selain itu, pengelola Dapodik 

dipilih dan dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, termasuk laptop 

dengan spesifikasi tinggi, internet cepat, energi yang cukup, dan buku panduan manajemen 

Dapodik. 

 

2. Pengorganisaian (Organizing) 

Pengelolaan Dapodik melibatkan penugasan tanggung jawab kepada kepala sekolah 

dan operator sekolah, yang merupakan pengawas utama sekolah Dapodik, termasuk SMPN 

27 Tangerang. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola rekan-

rekannya, dan operator sekolah merupakan orang kedua yang bertanggung jawab atas 

pengelolaan sekolah Dapodik. Pemilihan operator sekolah didasarkan pada keahlian mereka 

dalam metode pengelolaan data digital dan bidang khusus teknologi dan informasi lainnya. 

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk memantau dan menilai data Dapodik yang 

dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik oleh operator sekolah. Kepala sekolah kemudian 

membantu memperbarui data apa pun yang bermasalah atau belum sah. Begitulah cara 

pengelolaan sekolah Dapodik. Kepala sekolah menugaskan proses sinkronisasi kepada 

operator sekolah yang sangat terampil dalam teknologi digital. Jika tugas tersebut 

diselesaikan oleh seseorang yang tidak diragukan lagi terampil di bidangnya, hasilnya juga 

akan baik, dan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang efektif di antara rekan kerja 

sangat diperlukan untuk mewujudkannya. Menurut Usman (2018: 8), koordinasi sangat 

penting untuk semua kegiatan di organisasi baik kecil maupun besar, terlepas dari seberapa 

mendasar atau kompleksnya kegiatan tersebut. Begitu pula dengan pengelolaan Dapodik, 

khususnya bagi pengelola sekolah yang dipilih dari kalangan yang telah menguasai aplikasi 

Dapodikdasmen. Oleh karena itu, keberhasilan hasil akhir dalam proses pengolahan data 

Dapodik sangat terbantu dengan mengikuti petunjuk teknis yang berlaku saat ini. 
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3. Pelaksanaan (Actuating) 

Implementasi merupakan aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan 

dan disetujui demi mencapai tujuan. Bagian ini akan memuat data penelitian dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

Manajemen Pelayanan Publik diterapkan di SMPN 27 Kota Tangerang guna meningkatkan 

kualitas data pendidikan dasar. Berdasarkan paparan Ibu Diyani Sari Minto Rahayu, 

ST,M.Ec.Dev, Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan Ketua Tim Kerja Perencanaan 

pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada tahap perencanaan dapat diketahui 

bahwa Dinas Pendidikan Kota Tangerang memiliki beberapa program kerja yang 

dilaksanakan demi meningkatkan kualitas data Dapodik sebagai berikut: 

 

Program Pelatihan Dapodik 

Program pelatihan merupakan sebuah proses yang dilakukan demi mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan individu. Program pelatihan menjadi salah satu program 

yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang demi meningkatkan kapasitas 

para operator Dapodik lembaga pendidikan sehingga dapat menghasilkan data Dapodik 

yang berkualitas. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Toharudin, S.Ag, Kepala Seksi Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Tugas Pembantuan Pada Bidang Pembinaan 

Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Tangerang 

Proses pengelolaan Dapodik yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pembagian 

tugas sesuai dengan tujuan bersama disebut dengan implementasi yang baik menurut 

Syahbani (2018:9). Implementasi memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah 

agar lebih fokus pada kegiatan para peserta didik sesuai dengan tanggung jawab dan 

kewajiban masing-masing pengelola. Digitalisasi data merupakan langkah awal dalam proses 

implementasi Dapodik menurut penelitian ini. Data dari dokumen atau arsip yang sudah ada 

dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Dapodik, selanjutnya dilakukan pengecekan kembali 

untuk mengetahui data yang masih belum valid. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga 

seluruh data valid dan siap untuk dikirim atau disinkronisasikan ke server pusat Dapodik. 

Proses pengelolaan Dapodik meliputi beberapa langkah, antara lain pengumpulan data yang 

akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Dapodik, memasukkan data ke dalam aplikasi 
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Dapodik, melakukan pemutakhiran data untuk memastikan seluruh data valid, dan terakhir 

melakukan sinkronisasi data. 

4. Pengawasan (Controling) 

Kepala sekolah dan operator sekolah merupakan pengelola dan pengelola Dapodik 

yang melaksanakan pengendalian Dapodik. Pengendalian data Dapodik dilakukan dengan 

cara melakukan pengecekan secara berkala dan pemutakhiran dengan informasi terkini 

apabila terjadi perubahan data lama. Apabila sesuai ketentuan, maka dilakukan satu kali 

dalam satu semester. Namun, ada baiknya pengecekan data Dapodik dilakukan secara 

berkala untuk memastikan ketersediaan data terkini apabila diperlukan. Hal ini dikarenakan 

adanya perubahan data siswa yang masuk maupun keluar, pembelian sarana dan prasarana 

baru, kerusakan sarana dan prasarana, serta pemutakhiran data pendidik dan tenaga 

kependidikan secara berkala. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

data Dapodik adalah keakuratan, ketepatan waktu, dan keberlanjutannya. Setelah 

berbincang dengan Bapak Sigit Wisnu Haryadi, operator sekolah SMP Negeri 27 Kota 

Tangerang, berikut ini adalah hasil wawancara: Sebagai bagian dari proses pengendalian 

Dapodik, operator sekolah dituntut untuk selalu memantau data yang benar, terkini, dan 

berkelanjutan. Termasuk melakukan pemutakhiran data terkini apabila terjadi perubahan 

data lama. 

Secara berkala, data Dapodik dicek untuk memastikan operasional sekolah sesuai 

dengan jadwal dan kebijakan yang ditetapkan. Misalnya, jika proses sinkronisasi data 

Dapodik selesai tepat waktu, maka bisa dikatakan berhasil jika semua data akurat dan 

terkini berdasarkan pendataan. Sinkronisasi data Dapodik yang tepat waktu berjalan saat 

mendekati tanggal pencairan dana BOS. Ada batas waktu rekapitulasi data saat pencairan 

dana BOS. Jika data sekolah lengkap dan masuk pendataan pusat tepat waktu, maka dana 

BOS juga akan cair tepat waktu. 

Untuk melakukan validasi ulang terhadap data yang salah, operator sekolah akan 

membandingkan data dari dokumen fisik dengan data Dapodik. Misalnya, jika nama siswa 

yang dimasukkan salah, operator sekolah akan melakukan verifikasi dokumen seperti akta 

kelahiran siswa. Informasi identitas siswa, termasuk NISN, tempat dan tanggal lahir, dan 

nama orang tua, dinilai dalam Dapodik. Nama orang tua, jenjang profesi, data NUPTK, lokasi 
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dan tanggal lahir, dan nama pendidik merupakan contoh data pendidik. Informasi mata 

pelajaran seperti total jam mengajar mingguan. Statistik infrastruktur dan fasilitas sekolah. 

Fungsi data Dapodik harus segera disinkronisasikan mengingat semakin dekatnya 

tanggal pencairan dana BOS. Ada tenggat waktu rekapitulasi data pada saat pencairan dana 

BOS, jadi jika data sekolah lengkap dan diserahkan tepat waktu ke pendataan pusat, dana 

BOS pun akan cair tepat waktu. 

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat 

bahwa semua komponen yang terlibat dalam proses pelayanan telah dilaksanakan dengan 

baik. Pelaksanaan pelayanan yang berjalan dengan baik tersebut tentunya akan 

memberikan dampak pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan para operator lembaga 

pendidikan. Dampak positif yang diperoleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang adalah seluruh 

lembaga pendidikan telah terdata dalam pusat data pendidikan Indonesia yaitu Dapodik dan 

telah melakukan sinkronisasi data pendidikan. 

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh peneliti bahwa dampak 

yang dihasilkan dari implementasi manajemen pelayanan publik dalam meningkatkan 

kualitas data pokok pendidikan adalah: 

a. Meningkatkan kualitas data pendidikan yang ditandai dengan kenaikan signifikan pada 

progress sinkronisasi sekolah di SMPN 27 Kota Tangerang umumnya di Kota Tangerang. 

b. Kepuasan pelayanan oleh operator sekolah atas program- program yang dibentuk Dinas 

Pendidikan Kota Tangerang dalam meningkatkan kapasitas operator serta kebutuhan 

pelayanan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi saat input data dan 

menjalankan aplikasi Dapodik. 

c. Pelayanan Dapodik yang efektif, efisien, serta aksesibel bagi pengguna layanan Dapodik 

di SMPN 27 Kota Tangerang sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan 

kepuasan pengguna layanan. 

d. Pengelola Dapodik bertugas melakukan pengendalian Dapodik. Misalnya, tenaga 

administrasi sekolah SMPN 27 Kota Tangerang hanya melakukan penyiapan bahan baku 

dengan mengumpulkan berkas-berkas dokumen dan menatanya dalam bentuk arsip. 

Kepala sekolah dan operator SMPN 27 Kota Tangerang merupakan pihak utama yang 

terlibat dalam pengendalian Dapodik. Kepala sekolah menugaskan operator untuk 

melakukan pengecekan dan pemutakhiran data secara berkala apabila diperlukan. Hal 
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ini dilakukan agar data sekolah siap dan terkendali saat batas akhir proses sinkronisasi 

ke server pusat Dapodik tiba. Pengendalian Dapodik yang efektif memerlukan data 

Dapodik yang mutakhir, akurat, dan asli. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan 

pengendalian Dapodik yang efektif. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sukmawati 

(2018: 10) yang menyatakan bahwa pengendalian merupakan proses pengawasan yang 

bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan agar pelaksanaan pengelolaan Dapodik 

berjalan sesuai rencana dan tujuan kegiatan dapat tercapai. Pengendalian tidak hanya 

meliputi proses pengawasan atau pemantauan, tetapi juga proses untuk menjamin 

kelancaran pelaksanaan dan operasional proses pengelolaan Dapodik. Evaluasi Dapodik 

merupakan proses pelaksanaan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam 

pengelolaan Dapodik. 

e. Agar data yang diinput ke dalam sistem aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi 

sebenarnya di sekolah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Kepala SMPN 27 Kota 

Tangerang melakukan evaluasi terhadap hasil input data ke dalam sistem aplikasi 

Dapodik, khususnya hasil data yang telah diolah oleh operator sekolah. Artinya harus 

ada proses pencocokan data dari dokumen sekolah dengan data yang ada di aplikasi 

Dapodik sekolah. Proses sinkronisasi juga merupakan tahapan evaluasi dalam proses 

pengelolaan Dapodik. Sinkronisasi merupakan proses penyesuaian data yang ada di 

sekolah dengan data yang ada di server pusat. Proses sinkronisasi ini untuk mengetahui 

valid atau tidaknya data. Hal ini sesuai dengan pendapat Syahbani (2018:11) bahwa 

evaluasi dilakukan sebagai bagian dari proses kegiatan program, termasuk monitoring 

dan koordinasi. Proses evaluasi mendokumentasikan sejarah proses pengelolaan 

Dapodik agar dapat diketahui dan diatasi apabila ada permasalahan yang muncul dan 

dapat berguna di kemudian hari. 

 

PENUTUP   

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tentang Implementasi Manajemen 

Pelayanan Publik dalam Peningkatan Kualitas Data Pokok Pendidikan di SMPN 27 Kota 

Tangerang ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi Manajemen Pelayanan Publik dalam 

Peningkatan Kualitas Data Pokok Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Studi 

Kasus SMPN 27 Kota Tangerang), dalam indikator (1) Planning (Perencanaan) Sekolah telah 
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memiliki perencanaan yang cukup baik, seperti jadwal update data rutin dan koordinasi 

dengan Dinas Pendidikan. Namun, sosialisasi pentingnya Dapodik kepada seluruh pemangku 

kepentingan (guru, siswa, orang tua) masih kurang, mengakibatkan keterlambatan 

pelaporan perubahan data. (2) Organizing (Pengorganisasian), Struktur tim Dapodik sudah 

jelas dengan penunjukan operator khusus dan pembagian tugas. Kendala muncul karena 

kurangnya sinergi antara operator dengan guru/staf dalam menyampaikan data perubahan 

(misal: mutasi siswa). (3) Actuating (Pelaksanaan), Operator Dapodik telah menjalankan 

tugas dengan baik berkat pelatihan dari dinas, tetapi masih terjadi kesalahan input akibat 

kurangnya verifikasi ulang.Keterbatasan waktu operator (yang juga merangkap tugas lain) 

memengaruhi konsistensi input data. (4) Controlling (Pengawasan), Monitoring internal oleh 

tim IT sekolah dan validasi eksternal oleh dinas sudah berjalan, tetapi frekuensinya belum 

optimal.Tidak ada sistem reward and punishment untuk memotivasi akurasi data. Secara 

keseluruhan, implementasi POAC di SMPN 27 Kota Tangerang telah mendukung 

peningkatan kualitas Dapodik, namun masih perlu penyempurnaan di aspek partisipasi aktif 

warga sekolah dan pengawasan berkelanjutan. Karena manajemen selalu menyelesaikan 

proses sinkronisasi data Dapodik tepat waktu, operasional sekolah berjalan lancar dan 

pengembangan sekolah pun semakin maju dan meningkat. Pengelolaan Dapodik di sekolah 

yang baik ini juga didukung oleh proses pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasional 

Sekolah) yang tidak pernah tertunda. 

 

REKOMENDASI 

 Untuk meningkatkan kualitas Dapodik dan optimalisasi manajemen pelayanan publik, 

berikut saran 

1. Bagi Sekolah 

a. Perencanaan (Planning), Sosialisasi rutin kepada guru, siswa, dan orang tua tentang 

pentingnya Dapodik sebagai alat kebijakan pendidikan. Menyusun rencana darurat 

(contingency plan) untuk antisipasi perubahan regulasi mendadak. 

b. Pengorganisasian (Organizing), Membentuk tim kecil (minimal 2 orang) untuk 

membantu operator Dapodik, terutama saat periode padat (awal tahun 

ajaran/kenaikan kelas). Membuat alur pelaporan data yang lebih sederhana bagi 

guru (misal: via formulir Google Form). 
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c. Pelaksanaan (Actuating), Pelatihan berkala tidak hanya untuk operator, tetapi juga 

guru dan staf tentang dasar input data. Kolaborasi dengan orang tua melalui grup 

WhatsApp kelas untuk update data siswa secara real-time. 

d. Pengawasan (Controlling), Audit internal bulanan dengan melibatkan wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum. Memberikan apresiasi (misal: sertifikat/surat 

penghargaan) kepada guru/staf yang aktif mendukung kelengkapan data. 

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Tangerang: Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

melalui Pelatihan Intensif dan Berkelanjutan dengan cara Mengadakan pelatihan rutin 

bagi Operator Dapodik Sekolah mengenai penginputan data yang benar, pembaruan 

aplikasi, dan pemecahan masalah umum yang terjadi di Dapodik. Pelatihan dapat 

dilakukan secara daring maupun luring. 
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